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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekaburan norma dalam pengaturan 
urutan ahli waris pengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (3) Permenaker 
Nomor 4 Tahun 2022 dan untuk mengidentifikasi dan mengkaji mekanisme 
penyelesaian sengketa apabila terdapat lebih dari satu pihak yang mengeklaim sebagai 
ahli waris dalam konteks Jaminan Hari Tua (JHT). Penelitian menggunakan metode 
Normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan 
konseptual. Hasil penelitian menunjukkan pengaturan urutan ahli waris pengganti 
dalam klaim JHT menurut Pasal 16 Ayat (3) Permenaker Nomor 4 Tahun 2022 
masih belum jelas, terutama terkait pembedaan saudara kandung penuh dan tiri 
serta penempatan mertua yang dinilai kurang adil. Selain itu, ketiadaan pengaturan 
rinci mengenai wasiat berpotensi menimbulkan sengketa antar ahli waris. 
Sengketa klaim JHT sering terjadi akibat ketidakjelasan aturan yang menimbulkan 
klaim ganda. Pembuktian dokumen resmi menjadi krusial, sementara BPJS 
Ketenagakerjaan hanya berperan sebagai fasilitator tanpa kewenangan memutus, 
sehingga penyelesaian sering berlanjut ke pengadilan yang memakan waktu dan 
biaya. Ketentuan ahli waris perlu diperjelas, termasuk pembedaan antara saudara 
kandung penuh dan tiri serta peninjauan posisi mertua. Pengaturan wasiat harus 
dirinci untuk menjamin keabsahan dan prioritasnya. Pemerintah perlu memperbarui 
Permenaker Nomor 4 Tahun 2022, memperkuat kewenangan BPJS dalam memutus 
klaim sederhana, serta meningkatkan sosialisasi dan pendampingan hukum agar 
proses klaim JHT lebih efisien dan meminimalkan sengketa.

Kata Kunci: jaminan hari tua; ahli waris pengganti.

ABSTRACT

This study aims to analyze the ambiguity of norms in the regulation of the order of 
substitute heirs as stipulated in Article 16 paragraph (3) of the Minister of Manpower 
Regulation (Permenaker) Number 4 of 2022, and to identify and examine the dispute 
resolution mechanisms in cases where more than one party claims to be the rightful 
heir in the context of the Old Age Security (JHT) program. This research employs a 
normative juridical method using statutory and conceptual approaches. The results of 
the study are as follows the regulation of the order of substitute heirs in JHT claims 
under Article 16 paragraph (3) of Permenaker Number 4 of 2022 remains unclear, 
particularly concerning the distinction between full and half siblings, as well as the 
placement of parents-in-law, which is considered inequitable. Moreover, the absence 
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of detailed provisions regarding wills has the potential to generate disputes among 
heirs. Disputes over JHT claims frequently arise due to regulatory ambiguities 
that lead to multiple claims for the same entitlement. Verification through official 
documents becomes crucial, while BPJS Ketenagakerjaan acts merely as a 
facilitator without the authority to make final decisions, causing many disputes 
to proceed to court, which entails considerable time and cost. The provisions 
concerning heirs need to be clarified, including the distinction between full and 
half siblings and the reconsideration of the position of parents-in-law. Regulations 
on wills should be elaborated to ensure their validity and priority. The government 
should revise Permenaker Number 4 of 2022, strengthen BPJS Ketenagakerjaan’s 
authority in deciding simple claims, and enhance legal education and assistance 
to ensure a more efficient JHT claims process and minimize inheritance disputes.
Keywords: old age security (jht), substitute heirs.

I.	PENDA HULUAN

Kehidupan manusia tidak pernah terlepas dari hubungan sosial dan tanggung jawab kolektif. 
Sejak filsuf-filsuf klasik hingga pemikir modern, seringkali ditegaskan bahwa kesejahteraan 
individu tidak dapat dicapai tanpa adanya jaminan perlindungan sosial yang memadai. 
Aristoteles menekankan pentingnya keadilan sebagai dasar harmonisasi kehidupan bersama1, 
sementara Rousseau mengingatkan bahwa kebahagiaan dan keamanan masyarakat bergantung 
pada keteraturan dan perlindungan yang adil bagi setiap anggotanya2.

Dalam konteks negara modern, filsafat ini diwujudkan melalui kebijakan dan regulasi yang 
menjamin hak-hak dasar warga, termasuk hak atas perlindungan sosial. Salah satu bentuk 
nyata dari penerapan prinsip-prinsip ini di Indonesia dapat ditemukan dalam Undang-Undang 
Nomlor 24 Tahun 2011 telntang BLadan Pelnyellelnggara Jamlinan Sosial, LN.2011/No. 116, TLN 
No. 5256 (selanjutnya disebut UU BPJS). 

Jamlinan sosial mlelrupakan programl nelgara yang blelrtujuan untuk mlelmlblelrikan kelpastian 
pelrlindungan dan kelseljahtelraan sosial blagi selluruh rakyat, dan untuk mlelwujudkan tujuan 
sistelml jamlinan sosial nasional pelrlu diblelntuk bladan pelnyellelnggara yang blelrblelntuk bladan 
hukuml. BLadan Pelnyellelnggara Jamlinan Sosial yang sellanjutnya disingkat BLPJS adalah bladan 
hukuml yang diblelntuk untuk mlelnyellelnggarakan programl jamlinan sosial.3 

Dalam konteks hubungan industrial, perlindungan terhadap pekerja merupakan salah satu 
prinsip fundamental yang diatur dalam berbagai instrumen hukum, baik nasional maupun 
internasional. Teori perlindungan sosial menjelaskan bahwa jaminan sosial berperan penting 
dalam memberikan rasa aman dan kesejahteraan bagi pekerja, serta mendorong produktivitas 
dan stabilitas sosial-ekonomi. Konsep ini juga menekankan tanggung jawab pemberi kerja 
untuk aktif berpartisipasi dalam sistem jaminan sosial sebagai bentuk perlindungan terhadap 
risiko sosial-ekonomi yang mungkin dihadapi pekerja.

1 Aristotle’s “Politics”: Second Edition. Diterjemahkan oleh Carnes Lord, (Chicago: University of Chicago Press, 2013), 
32

2 Jean-Jacques Rousseau, “The Social Contract”. Diterjemahkan oleh G.D.H. Cole, (London: Everyman, 1993): 149 
3Fahraini Azani dkk, “Analisis Sistelml Klaiml Jamlinan Hari Tua Dan Pelrhitungannya Pada BLPJS Keltelnagakelrjaan 

Cablang Mleldan Utara”, Jurnal Ilmliah Kelselhatan, Vol.1 No 2, Agustus (2022): 54.
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Berangkat dari ketentuan Pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Nomlor 24 Tahun 2011 telntang 
BLadan Pelnyellelnggara Jamlinan Sosial, mlelnyatakan blahwa, “Pelmlblelri kelrja se lcara b lelrtahap 
wajibl mlelndaftarkan karyawannya selblagai pelselrta kelpada BLPJS selsuai delngan programl 
jam linan sosial yang diikuti”. 

Jaminan Hari Tua (JHT) merupakan salah satu instrumen perlindungan sosial yang 
memberikan manfaat kepada peserta atau ahli waris setelah masa kerja berakhir atau ketika 
peserta meninggal dunia. Pengaturan terkait ahli waris dan pengajuan manfaat Jaminan Hari 
Tua (JHT) diatur dalam Permenaker Nomor 4 Tahun 2022. Namun, dalam pelaksanaannya, 
terdapat kekaburan norma yang berpotensi menimbulkan permasalahan hukum. Salah satu 
kekaburan norma terlihat pada pengaturan urutan ahli waris pengganti dalam Pasal 16 ayat 
(3) Permenaker Nomor 4 Tahun 2022 yang menyatakan bahwa, “Dalam hal janda, duda, atau 
anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ada, manfaat JHT dibayarkan sesuai urutan 
sebagai berikut: Keturunan sedarah peserta menurut garis lurus ke atas dan ke bawah sampai 
derajat kedua, Saudara kandung, Mertua, dan Pihak yang ditunjuk dalam wasiatnya oleh 
peserta”.

Ketentuan tersebut tidak secara rinci mengatur mekanisme pembuktian atau penyelesaian 
konflik jika terdapat lebih dari satu pihak yang mengeklaim sebagai ahli waris. Meskipun 
Pasal 16 ayat (3) menyebutkan urutan ahli waris pengganti, kekaburan norma muncul karena 
ketiadaan mekanisme operasional, prosedur penyelesaian konflik, dan detail pelaksanaan. 
Dalam konteks hukum, hal ini bisa menimbulkan multi-tafsir dan menyulitkan implementasi 
di lapangan. 

Dari uraian latar blellakang diatas, dapat dirumluskan beberapa rumusan permasalahan 
diantaranya bagaimana kejelasan norma dalam pengaturan urutan ahli waris pengganti 
sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (3) Permenaker Nomor 4 Tahun 2022 dan bagaimana 
mekanisme penyelesaian sengketa jika terdapat lebih dari satu pihak yang mengeklaim sebagai 
ahli waris dalam pengaturan Pasal 16 ayat (3) Permenaker Nomor 4 Tahun 2022.

II.	METODE PENELITIAN

Jelnis pelnellitian yang digunakan dalaml pelnellitian ini adalah jelnis pelnellitian hukuml 
Normlatif. Yang dimlaksud delngan hukuml Normlatif adalah pelnellitian hukuml yang mlelleltakkan 
hukuml selblagai selbluah blangunan sistelml normla, sistelml normal yang dimlaksud adalah mlelngelnai 
asas-asas normla, kaidah dari pelnellitian pelrundang-undangan, putusan pelngadilan, pelrjanjian 
selrta doktrin.4 Jelnis pelnellitian yang digunakan dalaml pelnellitian ini adalah jelnis pelnellitian 
hukuml Normlatif. Dalaml pelnellitian ini, ada dua pelndelkatan yang digunakan antara lain selblagai 
blelrikut: Pelndelkatan pelrundang-undangan (statutel of approach) dan Pe lndelkatan Konselptual 
(Concelptual Approach). Sumlblelr blahan hukuml yang digunakan dalaml pelnellitian ini adalah 
selblagai blerikut:l BLahan hukuml primler, bahan hukum skunder, dan bahan hukum tersier.

4MLukti Fajar ND dan Yulianti Achmlad, Dualismlel Pelnelitian Hukuml Normlatif & ELmlpiris, (Yogyakarta: Pustaka Pellajar, 
2015), 33.
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III. PEMBAHASAN

3.1 Kejelasan Norma Dalam Urutan Ahli Waris Pengganti Guna Klaim Dana Jam-
inan Hari Tua

Jaminan Hari Tua bertujuan untuk memberikan kepastian tersedianya sejumlah 

dana bagi tenaga kerja pada saat tidak produktif lagi, bahwa dengan adanya dinamika 

hubungan industrial dan aspirasi yang berkembang di masyarakat perlu dilakukan 

penyesuaian terhadap kebijakan perlindungan tenaga kerja di bidang jaminan sosial 

ketenagakerjaan, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022 tentang 

Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua yang merupakan 

amanat Pasal 26 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan 

Program Jaminan Hari Tua.

Kepesertaan Jaminan Hari Tua bersifat wajib secara nasional bagi semua pekerja/

buruh yang memenuhi persyaratan. Persyaratan yang dimaksudkan adalah khusus bagi 

pekerja/buruh harian lepas, borongan, dan pekerja/buruh dengan perjanjian kerja waktu 

tertentu yang harus bekerja di perusahaannya lebih dari 3 (tiga) bulan. Artinya kalau 

mereka bekerja kurang dari 3 (tiga) bulan pengusaha tidak wajib mengikutsertakannya 

dalam program Jaminan Hari Tua. Pengusaha hanya wajib mengikutsertakannya dalam 

program Jaminan kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.5

Besarnya iuran Jaminan Hari Tua ditetapkan 5,7% dari upah pekerja/buruh sebulan, 

dengan perincian 3,7% ditanggung oleh pengusaha dan sebesar 2% ditanggung oleh 

pekerja/buruh. Dalam kaitanya dengan pembayaran iuran, pengusaha diberi kewajiban 

untuk memotong langsung upah pekerja/buruh dari daftar upah dan menyetorkan 

langsung ke Badan Penyelenggara. Selanjutnya Badan Penyelenggara akan mendaftarkan 

iuran tersebut ke rekening masing-masing peserta. Penyetoran iuran harus dilakukan 

setiap bulan karena dana tersebut akan segera diinvestasikan (dikembangkan) dan hasil 

pengembangannya akan diperhitungkan pada saat pengembalian Jaminan Hari Tua.6

Jaminan Hari Tua akan dibayarkan langsung oleh Badan Penyelenggara kepada 

pekerja/buruh yang bersangkutan atau ahli warisnya, dalam hal :

a.	 Pekerja/buruh yang bersangkutan telah mencapai usia 56 (lima puluh enam) tahun, 

yaitu usia sebagai batas masa kerja atau pensiun;

b.	 Pekerja/buruh yang bersangkutan mengalami cacat total tetap menurut keterangan 

dokter yang ditunjuk oleh perusahaan atau Badan Penyelenggara;

c.	 Pekerja/buruh yang bersangkutan meninggal dunia, baik karena kecelakaan kerja 

maupun karena kematian dini (prematur);

5Zaeni Asyhadie, “Perlindungan Kerja & JAMSOSTEK BPJS Ketenagakerjaan”, (Selong: Garuda Ilmu, 2018),148.
6Ibid., hlm. 150.
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d.	Pekerja/buruh yang diputuskan hubungan kerjanya oleh pengusaha, dan pekerja/buruh 

yang bersangkutan tidak menepatkan pekerjaan lagi setelah melewati masa tunggu 6 

(enam) bulan terhitung sejak pekerja/buruh yang bersangkutan berhenti bekerja.7

Pasal 16 Pe.rme.nake.r Nomor 4 tahun 2022 me.nje.laskan te.ntang bagi Pe.se.rta BPJS Ke.te.

nagake.rjaan yang me.ninggal dunia, be.rikut bunyi Pasal te.rse.but ialah :
1)	 Manfaat JHT bagi Pe.se.rta yang me.ninggal dunia se.bagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf 

c dibayarkan ke.pada ahli waris Pe.se.rta;
2)	 Ahli waris se.bagaimana dimaksud pada ayat (1) me.liputi: 

a.	 Janda;

b.	 Duda; atau

c.	 Anak.

3)	 Dalam hal janda, duda, atau anak se.bagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ada, manfaat 
JHT dibayarkan se.suai urutan se.bagai be.rikut: 
a.	 Ke.turunan se.darah Pe.se.rta me.nurut garis lurus ke. atas dan ke. bawah sampai de.rajat ke.dua;
b.	 Saudara kandung;
c.	 Me .rtua; dan
d.	 Pihak yang ditunjuk dalam wasiatnya ole.h Pe.se.rta.

4)	 Dalam hal pihak yang ditunjuk dalam wasiat Pe.se.rta se.bagaimana dimaksud pada ayat (3) 
huruf d tidak ada, manfaat JHT dike.mbalikan ke. Balai Harta Pe.ninggalan se.suai de.ngan ke.te.

ntuan pe.raturan pe.rundang-undangan.

3. 1.1	A hli Waris Pe.ngganti dalam Hukum Pe.rdata

Pe.nge.rtian Ahli Waris Pe.ngganti dalam hukum pe.rdata, Ahli waris pe.ngganti atau pe.waris 
pe .ngganti adalah pihak-pihak yang ditunjuk untuk me.ne.rima bagian warisan dari se.se.orang 
yang se.be.narnya be.rhak me.ne.rima warisan te.rse.but, namun kare.na alasan te.rte.ntu tidak me.ne.

rima atau tidak dapat me.ne.rima warisan te.rse.but.  Ahli waris pe.ngganti ini me.wakili Ahli waris 
yang te.lah me.ninggal dunia, tidak me.ne.rima warisan, atau kare.na hukum tidak mampu ikut 
se .rta dalam pe.mbagian warisan. Dalam hukum pe.rdata Indone.sia, te.rdapat konse.p “Ahli waris 
pe.ngganti” yang te.rdapat dalam Pasal 834 Kitab Undang-Undang Hukum Pe .rdata (KUHPe .

rdata).
“Jika   pe.waris   me.ninggal se.be.lum waktunya, atau yang lainnya tidak be.rhak me.ne.rima 
harta, atau tiada   be .rani   atau   tiada   mampu   me .ne.rima   harta,   maka   se .olah-olah 
pe.waris itu tiada ada, dan haknya itu diwariskan ke .pada orang lain yang ole .h   pe .waris   
te.lah   dite.ntukan   dalam   wasiatnya,   atau   be.rdasarkan pe.raturan  pe.rundang-undan-
gan,  atau  dalam  hal  tiada  ada  orang  yang dite.ntukan,   maka   ke.pada   pe.waris   yang    
lainnya,   de.ngan   urutan se.bagaimana dite.ntukan dalam undang-undang ini”.

Pe.nge.rtian   dan   implikasi   Pasal   ini   adalah   se.bagai   be.rikut: 

7Ibid., hlm. 151.
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1)	Jika  se .orang   pe.waris   me.ninggal   se.be.lum   waktunya   atau pe.waris lainnya tidak me.me.

nuhi syarat untuk me.ne.rima harta warisan (misalnya pe.waris dalam ke.adaan   be.lum   lahir   
atau  dalam   kondisi te.rte.ntu yang me.nghalangi pe.warisan), maka hak warisnya dianggap 
se.pe.rti tidak ada.

2)	  Dalam kasus te .rse.but, hak warisan pe.waris te.rse.but dapat ditransfe.r ke.pada    pe.waris 
pe.ngganti yang te.lah dite.ntukan dalam wasiat pe.waris atau be.rdasarkan ke.te.ntuan undang-
undang.

3)	Jika tidak ada pe .waris pe.ngganti yang dite.ntukan ole.h pe.waris atau dalam    undang-undang, 
maka hak warisan dapat diwariskan ke.pada  pe.waris lainnya,  se.suai  de.ngan  urutan yang 
te.lah diatur dalam undang-undang.

3.1.2	A hli Waris Pe.ngganti me.nurut Kompilasi Hukum Islam

Ahli waris pe.ngganti pada dasarnya ahli waris kare.na pe.nggantian, dapat diartikan se.bagai 
orang-orang yang me.njadi  ahli waris kare.na orang tuanya yang be.rhak me.ndapat warisan 
me.ninggal le.bih dahulu  dari pada pe .waris, se .hingga ke.dudukannya  digantikan ole.hnya. Pasal 
185 Kompilasi Hukum Islam (KHI) me .ngatur te.ntang ahli waris pe.ngganti, yaitu ke.te.ntuan 
yang me.ngatur pe.nggantian ahli waris yang me.ninggal se.be.lum pe.waris. Pasal ini be.rbunyi: 
a.	 Ahli waris yang me .ninggal le.bih dahulu dari pada si pe .waris, maka ke.dudukannya dapat 

digantikan ole.h anaknya.
b.	 Bagian bagi ahli waris pe.ngganti tidak bole.h me.le.bihi dari bagian ahli waris yang se.de.rajat 

de.ngan yang diganti. 
Situasi yang Me.mbutuhkan Ahli Waris Pe.ngganti, ahli waris pe.ngganti biasanya dipe.rlukan 

dalam kondisi-kondisi be.rikut:
1)	Ahli waris utama me.ninggal te.rle.bih dahulu, jika ahli waris utama te .lah me.ninggal se.be.

lum pe.waris, maka ahli waris pe.ngganti akan me.nggantikan ke.dudukannya. Contohnya, 
jika se.orang anak pe.waris me.ninggal dunia se.be.lum pe.waris, maka cucu dari anak te.rse.but 
dapat me.nggantikannya.

2)	Pe .nolakan warisan se.orang ahli waris utama dapat me.nolak warisan kare.na alasan pribadi, 
se.pe.rti warisan yang me.miliki utang atau konflik ke.luarga. Dalam hal ini, ahli waris pe.ngganti 
akan me.ngambil alih hak te.rse.but.

3)	Ke .hilangan hak waris ahli waris utama bisa ke .hilangan haknya kare.na alasan hukum, se .pe.

rti me.lakukan tindakan kriminal te.rhadap pe.waris. Dalam kondisi ini, ahli waris pe.ngganti 
akan me.ne.rima bagian yang se.harusnya dite.rima ole.h ahli waris utama.

3.1.3	M e.nganalisis Urutan Norma Hukum dalam Ahli Waris Pe.ngganti (Pasal 16 
ayat 3 Pe.rme.nake.r Nomor 4 Tahun 2022)

Pasal 16 ayat (3) Pe.rme.nake.r Nomor 4 Tahun 2022 be.rbunyi : 
“Dalam hal janda, duda, atau anak se .bagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ada, man-
faat JHT dibayarkan se.suai urutan se.bagai be.rikut: 
a.	 Ke.turunan se .darah Pe .se.rta me .nurut garis lurus ke . atas dan ke . bawah sampai de .rajat 
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ke.dua; 
b.	 Saudara kandung; 
c.	 Me.rtua; dan
d.	 Pihak yang ditunjuk dalam wasiatnya ole.h Pe.se.rta”. 

Hal ini me.mbe.rikan pe.ngaturan urutan ahli waris pe.ngganti jika ahli waris utama (janda, 
duda, atau anak) tidak ada. Namun, pe.ngaturan ini me.ngandung ke.kaburan norma yang dapat 
me.nimbulkan be.rbagai pe.rmasalahan dalam pe.laksanaannya. Ke.kaburan norma te.rse.but diide.

ntifikasi dalam be.be.rapa aspe.k be.rikut:
1)	Kategori Saudara Kandung

Dalam Pasal 16 ayat (3) hurup b Pe .rme.nake.r Nomor 4 Tahun 2022 me.nye.butkan bahwa 
“Saudara kandung” se .bagai Ahli waris pe.ngganti. Pe.ngaturan me.nge.nai saudara kandung tidak 
me.mbe.dakan saudara kandung pe.nuh (se.ayah dan se.ibu) de.ngan saudara tiri (hanya se.ayah 
atau se .ibu). Hal ini me.mbuka pe.luang pe.rse.lisihan te.rkait siapa yang le.bih diutamakan. Norma 
yang me.ngatur saudara kandung juga me.nyisakan ruang ambigu kare.na tidak ada pe.mbe.da 
antara saudara kandung pe.nuh: Saudara se.ayah dan se.ibu. Saudara tiri: Saudara yang hanya 
me.miliki hubungan se.ayah atau se.ibu. Pe.rsoalan ini dapat me.njadi sumbe.r konflik kare.na 
pe .rbe.daan hubungan darah yang dianggap me.miliki bobot hukum dan moral yang be.rbe.da. 
Tanpa pe.ngaturan yang je.las, saudara tiri dapat me.nge.klaim hak yang sama se.pe.rti saudara 
kandung pe.nuh, me.skipun hubungan darahnya le.bih le.mah.

2)	 Posisi Mertua dalam Hierarki Ahli Waris
 Me.rtua dite.mpatkan dalam urutan se.te.lah saudara kandung, te.tapi norma ini tidak me.mpe.

rtimbangkan fakta bahwa me.rtua tidak me.miliki hubungan se.darah langsung de.ngan pe.se.rta. 
Pe .ngaturan ini dapat dipe.rtanyakan dari pe.rspe.ktif ke.adilan jika dibandingkan de.ngan ahli 
waris lain dalam garis se.darah. Se.cara umum, me.rtua me.miliki hubungan hukum me.lalui 
pe.rkawinan, te.tapi tidak me.miliki ikatan darah langsung de.ngan pe.se.rta. Ole.h kare.na itu, 
posisi me.rtua se.bagai ahli waris dianggap kurang re.le.van dibandingkan de.ngan pihak yang 
me.miliki hubungan darah. Me .ne.mpatkan me.rtua se .te.lah saudara kandung dapat me.ngakibatkan 
ke.tidakadilan, te.rutama jika pihak yang me.miliki hubungan darah le.bih de.kat tidak dibe.rikan 
prioritas yang le.bih tinggi. Hal ini juga me.nimbulkan dile.ma e.tis apabila ke.luarga inti pe.se.

rta me.rasa hak me.re.ka diabaikan.

3.2 Mekanisme Penyelesaian Sengketa Ahli Waris dalam Klaim Dana Jaminan 
Hari Tua

Me.kanisme. pe.nye.le.saian se.ngke.ta dalam hal te.rdapat le.bih dari satu pihak yang me.nge.

klaim se.bagai ahli waris dapat dilakukan me.lalui dua jalur, yaitu jalur litigasi (pe.ngadilan) dan 
jalur nonlitigasi (di luar pe.ngadilan). 
a.	 Jalur Litigasi (Me.lalui Pe.ngadilan)

Litigasi adalah be.ntuk pe.nye.lesaian pe.rkara me.lalui jalur pe.radilan. Ini me.ncakup 
pe.rsiapan dan pe.nyajian se.tiap kasus, pe.mbe.rikan informasi yang kompre.he.nsif se.rta prose.s 
dan ke.rjasama dalam me.ngide.ntifikasi masalah dan me.nghindari masalah yang tidak te.rduga. 
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Prose .s litigasi bisa dise.but se.bagai pe.laksanaan gugatan yang me.rupakan tindakan me.mbawa 
se .buah masalah ke. pe.ngadilan. Di sini, pe.nggugat me.rupakan  pihak yang me.ngaku me.nde.

rita ke.rugian se .bagai akibat dari tindakan yang dilakukan ole .h te.rgugat. Pada prose .snya, 
te.rgugat me.miliki ke.wajiban untuk me.nanggapi gugatan.

b.	 Jalur Nonlitigasi (Di Luar Pe .ngadilan)
Non litigasi be.rarti me.nye.le.saikan se.ngke.ta di luar pe.ngadilan. Jalur non litigasi ini juga 

dike.nal se.bagai Alte.rnatif Pe.nye.le.saian Se.ngke.ta. Pe.nye.le.saian pe.rkara di luar pe.ngadilan 
diakui dalam pe.raturan pe.rundang-undangan di Indone.sia. Yaitu dalam pe.nje.lasan Pasal 3 
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Salah 
satu pe.rbe.daan litigasi dan non litigasi adalah adanya banyak jalur pe.nye.le.saian se.ngke.ta non 
litigasi, se .lain arbitrase. ada pula konsultasi, ne.gosiasi, me.diasi, konsiliasi, dan pe.nilaian ahli.8

Pe.mbuktian me.njadi aspe.k yang sangat pe.nting dalam pe.nye.le.saian se.ngke.ta waris. Dalam 
hal klaim Dana JHT, pihak yang me.ngeklaim se.bagai ahli waris harus dapat me.nunjukkan 
bukti sah me.nge.nai hubungan me.re.ka de.ngan pe.se.rta JHT yang te.lah me.ninggal. Be.be.rapa 
dokume.n yang dapat dijadikan bukti yang sah, antara lain : Akta Kelahiran, Akta Pernikahan, 
Wasiat Tertulis.

 Se.bagai contoh kasus, misalnya te.rdapat se.ngke.ta antara saudara kandung dan me.rtua 
yang me.nge.klaim se.bagai ahli waris dari se.orang pe.se.rta JHT. Dalam hal ini, saudara kandung 
be .rargume.n bahwa me.re.ka adalah ahli waris yang sah be.rdasarkan hubungan darah, se.dangkan 
me.rtua be.rpe.ndapat bahwa me.re.ka be.rhak kare.na adanya hubungan pe.rnikahan de.ngan pe.se.rta.

Se.ngke.ta se.pe.rti ini se.ring kali te.rjadi dalam situasi di mana hubungan darah dan pe.rnikahan 
te.rkait de.ngan pe.se.rta yang te.lah me.ninggal dunia. Dalam kondisi ini, tanpa adanya re.gulasi 
yang je.las me.nge.nai siapa yang be.rhak me.ne.rima manfaat JHT atau tanpa pe.ngaturan yang 
rinci te.ntang bagaimana ve.rifikasi klaim dilakukan, baik saudara kandung maupun me.rtua 
bisa me.ngajukan klaim atas dana JHT. Jika pe .raturan yang ada tidak me.mpe.rje.las siapa yang 
be.rhak, atau jika prose.s pe.ngadilan be.rlangsung lambat, maka akan muncul ke.tidakadilan 
dan ke .tidakpastian hukum yang me.rugikan pihak-pihak yang te.rlibat.

Kasus se .pe.rti ini me.nunjukkan be.tapa pe.ntingnya adanya ke.je.lasan dalam re.gulasi yang 
me.ngatur siapa yang be.rhak me.ne.rima manfaat JHT dan bagaimana me.kanisme. ve.rifikasi 
klaim te.rse.but dilakukan. Pe.nye.le.saian yang te.pat dan ce.pat akan me.mastikan hak ahli waris 
yang sah dapat dipe.nuhi de.ngan adil dan tanpa me.nimbulkan ke.raguan yang me.rugikan 
se .mua pihak.

IV. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pe.ngaturan me.nge.nai urutan ahli waris pe.ngganti dalam klaim Dana Jaminan Hari Tua 
(JHT) se.bagaimana diatur dalam Pasal 16 Ayat (3) Pe.rme.nake.r Nomor 4 Tahun 2022 be.rpote.

8S&P Law Office, “Perbedaan Litigasi dan Non Litigasi”, (https://splawoffice.co.id/litigasi-dan-non-litigasi/, diakses 
pada 22 Januari 2025)

https://splawoffice.co.id/litigasi-dan-non-litigasi/
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nsi me.nimbulkan se.jumlah pe.rmasalahan, te.rutama te.rkait ke.je.lasan norma yang dite.tapkan. 
Dalam kate.gori saudara kandung, yang tidak me.mbe.dakan se.cara je.las antara saudara kandung 
pe.nuh dan saudara tiri, juga dapat me.nye.babkan ke.tidakadilan se.rta pe.luang munculnya se.ngke.ta 
yang le.bih komple.ks, te.rmasuk pe.rlunya dokume.n tambahan se.bagai bukti hubungan ke.luarga. 
Pe.ne.mpatan me.rtua se.te.lah saudara kandung dalam urutan ahli waris juga me.njadi sorotan, 
kare .na me.rtua tidak me.miliki hubungan darah langsung de.ngan pe.se.rta, se.hingga dianggap 
kurang adil dibandingkan de .ngan pihak yang me.miliki hubungan darah le.bih de.kat. Se.lain 
itu, kurangnya pe.ngaturan rinci te.rkait wasiat, te.rmasuk be.ntuk, ke.absahan, dan le.galitasnya, 
be.rpote.nsi me.nimbulkan se.ngke.ta tambahan, khususnya jika ada wasiat lisan atau dokume.n 
tidak re .smi yang be .rte.ntangan de.ngan urutan ahli waris yang diatur dalam pe .raturan te.rse.but 
Pe.nye.le.saian se.ngke.ta ahli waris dalam klaim Dana Jaminan Hari Tua (JHT) dapat me.njadi hal 
yang komple.ks dan pe.nuh tantangan, te.rutama kare.na adanya ke.tidakje.lasan dalam re.gulasi 
yang ada, se.pe.rti yang te.rce.rmin dalam Pasal 16 Ayat (3) Pe.rme.nake.r Nomor 4 Tahun 2022. 
Ke.tidakje.lasan ini be.rpote.nsi me.nimbulkan le.bih dari satu klaim atas hak waris yang sah, 
se.hingga me.nciptakan ke.tidakpastian bagi pihak-pihak yang be.rhak me.ne.rima manfaat JHT. 
Ole.h kare.na itu, pe.mbuktian me.lalui dokume.n re.smi se.pe.rti akta ke.lahiran, akta pe.rnikahan, 
dan wasiat te.rtulis me.njadi sangat pe.nting untuk me.ne.ntukan siapa yang be.rhak atas dana 
JHT. Me.kanisme. pe.nye.le.saian se.ngke.ta se.cara administratif yang dilakukan ole.h BPJS Ke.te.
nagake.rjaan me.miliki ke.te.rbatasan, kare.na me.re.ka be.rpe.ran le.bih se.bagai fasilitator dan tidak 
me.miliki ke.we.nangan untuk me.ngambil ke.putusan final. Ole.h kare.na itu, apabila se.ngke.ta 
tidak dapat dise.le.saikan se.cara administratif, langkah se.lanjutnya adalah me.mbawa se.ngke.ta 
ke. pe.ngadilan, baik di Pe.ngadilan Agama untuk yang be.ragama Islam maupun di Pe.ngadilan 
Ne.ge.ri untuk yang be.ragama se.lain Islam. Namun, prose.s pe.nye.le.saian se.ngke.ta di Pe.ngadilan 
me.me.rlukan waktu dan biaya yang cukup tinggi, yang dapat me.ngurangi nilai manfaat yang 
dite.rima ole.h ahli waris yang sah. Se.ngke.ta se.pe.rti ini juga me.nunjukkan pe.rlunya adanya 
pe.mbaruan atau pe.nguatan re.gulasi te.rkait klaim JHT, agar dapat me.nciptakan ke.je.lasan 
hukum dan me.minimalkan te.rjadinya se.ngke.ta waris.

4.2 Saran

Pe.raturan te.ntang ahli waris pe.rlu dipe.rje.las, te.rutama pe.rlu juga dibe.dakan antara 

saudara kandung pe .nuh dan tiri de.ngan me.mbe.rikan prioritas pada yang le.bih de.kat 

se .cara darah. Posisi me .rtua se .baiknya die .valuasi dan dite .mpatkan se .te.lah pihak yang 

me.miliki hubungan darah le.bih de.kat. Pe .ngaturan me.nge.nai wasiat pe.rlu dirinci 

untuk me .mastikan validitas dan prioritasnya dalam pe .mbagian hak waris. Se .lain 

itu, sosialisasi dan e.dukasi yang le.bih inte.nsif ke.pada masyarakat pe.nting untuk 

me.ngurangi ke .bingungan, te.rmasuk pe .ndampingan hukum dalam prose .s klaim JHT. 

Dipe.rlukan pe.mbaruan te.rhadap Pe.rme.nake.r Nomor 4 Tahun 2022 untuk me .mpe.rje.las 

ke .te.ntuan dokume.n dan me.kanisme. ve.rifikasi klaim JHT guna me.ngurangi se.ngke.ta. 
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BPJS Ke.te.nagake.rjaan se.baiknya dibe.rikan we.we.nang le.bih dalam me.mutuskan klaim 

se .de.rhana, kare.na me.miliki data yang cukup untuk ve.rifikasi administratif. Sosialisasi 

dan pe .ndampingan ke .pada ahli waris pe .rlu ditingkatkan agar me .re.ka me .mahami prose .s 

klaim dan dokume.n yang dipe.rlukan. Prose.dur pe.nye.le.saian se.ngke.ta di pe.ngadilan 

harus le .bih ce.pat dan e.fisie.n untuk me.ngurangi be.ban ahli waris. Se.lain itu, pe.ngawasan 

dan ve .rifikasi dokume.n pe.rlu dipe.rke.tat untuk me.nce.gah klaim tidak sah dan se.ngke.ta 

antar ahli waris.
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